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ABSTRAK 

MUHAMMAD ZULFIKAR B (E211 14 311), Program studi ilmu Administrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Menyusun Skripsi Dengan Judul 

Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Paccelekang Kabupaten Gowa, dibimbing 

oleh Dr. H. Gita Susanti, M.Si Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. St. Halwatiah, M.Si Sebagai 

Pembimbing II. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai hasil Kualitas Pelayanan Rawat Inap Puskesmas (Studi 

Kasus Puskesmas Paccelekang Kabupaten Gowa). 

Metode penlitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data yang ditempuh 

melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung 

maupun yang tidak langsung dalam pelaksnaaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat inap puskesmas (studi kasus 

Puskesmas Paccelekang Kabupaten Gowa) dilihat Adapun lima indikator tersebut yaitu Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty  fasilitas yang dapat dilihat dan di gunakan 

puskesmas dalam upaya memenuhi kepuasan masyarakat, kemampuan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan yang di harapkan, sikap tanggap dan mau mendengarkan, 

kemampuan pihak peskesmas dalam menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, kemampuan 

atau kesediaan pihak puskesmas* memberikan perhatian yang bersifat pribadi. 

 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Paccelekang Kabupaten Gowa. 

 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
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ABSTRACT 

 

MUHAMMAD ZULFIKAR B (E211 14 311), Program studi ilmu Administrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Menyusun Skripsi Dengan Judul 

Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Paccelekang Kabupaten Gowa, dibimbing 

oleh Dr. H. Gita Susanti, M.Si Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. St. Halwatiah, M.Si Sebagai 

Pembimbing II. 

 

This study aims to assess the quality of Public health center Inpatient Services ( Paccelekang 

Puskesmas Case Study in Gowa Regency). 

The research method used is a qualitative method. Data collection was carried out through 

observation, interviews and documentation of informants who were directly or indirectly involved 

in carrying out these activities. The data analysis process includes data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

The results showed that the quality of Public health center inpatient services (case study of Public 

health center Paccelekang, Gowa Regency) Seen the five indicators are Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance and Empathy facilities that can be seen and used by hospitals in an 

effort to meet customer satisfaction, ability to provide services to customers as expected, 

responsive attitude and willing to listen to customers, the ability of employees in lead to customer 

trust and confidence, the ability or willingness of employees to give personal attention. 

 

Keywords: Quality of Inpatient Services in Paccelekang Health Center, Gowa Regency.  

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, 

penyelenggaraan pelayanan publik atau penyelenggara merupakan setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 

lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Undang-undang pelayanan publik (Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 

tentang pelayanan publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi 

pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dialakukan oleh pemerintahan 

atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 

mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam, memperdalam kepercayaan kepada pemerintah dan administrasi publik. 

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 

1945,  membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 
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dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. 

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga 

Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang 

memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

dan menjamin penyediaanpe layanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi 

setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pembangunan nasional dalam pelaksanaan tidak terlepas dari sumber 

daya manusia (SDM) dimana manusia adalah motor penggerak dalam 

pembangunan dan merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri dengan 

mengelolah sumberdaya yang lain. 

Dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diseleggarakan upaya pembangunan 

yang berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang 

menyeluruh terarah dan terpadu. Upaya pembangunan ini diharapkan dapat 

mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, termasuk 

peningkatan kesehatan. 

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapat dilihat 

pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 (Undang-Undang Kesehatan) 

seperti berikut : 

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
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kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.” 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, 

keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah 

bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi 

penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan 

kepada masyarakat maka di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai 

unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan 

Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. 

Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang : 

1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat; 

2. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 
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3. hidup dalam lingkungan sehat; dan 

4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. 

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya 

kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan 

untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah 

supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus 

memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik 

melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat 

(UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan 

rawat jalan. Untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan 

adanya peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai derajat kesehatan yang 

optimal bagi seluruh masyarakat. 

Keberadaan Puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga tidak mampu. 

Dengan adanya puskesmas, setidaknya dapat menjawab kebutuhan pelayanan 

masyarakat yang memadai yakni pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. 

Puskesmas berfungsi sebagai : 

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan . 
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2. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat. 

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 

Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya 

pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan 

kesehatan). 

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

melalui upaya kesehatan seperti yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik dan 

berkualitas oleh penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut kinerja yang 

tinggi dari penyelenggara kesehatan itu sendiri. Puskesmas di Kecamatan 

Paccellekang kabupaten Gowa selalu berusaha untuk melayani dengan baik 

dalam segala kebutuhan perawatan meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), 

preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi 

(pemulihan kesehatan) dengan harapan pasien yang memperoleh pelayanan 

kesehatan merasa terpuaskan. 

Namun, dalam aktivitas pelayanan pelayanan kesehatan pada Puskesmas 

di Kecamatan Paccellekang kabupaten Gowa masih terdapat kemungkinan 

ketidakpuasan pasien atas pelayanan yang belum sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 

Ketidakpuasan pelayanan dapat berasal dari kebersihan ruangan tunggu, 

kebersihan ruang perawatan, dan kelalaian petugas dalam menangani pasien. 

lambatnya petugas dalam menangani keluhan pasien, hal ini dikarenakan daya 

tampung dari puskesmas ini sangat minim. Tidak bisa dipungkiri daya tampung 
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berdampak pada antrian pasien yang akan mendpatkan pelayanan pada 

puskesmas sehingga kemungkinan untuk terjadinya nepotisme dalam pelayanan 

kesehatan sangat mungkin untuk terjadi. Permasalahan yang kemudian terjadi 

adalah membludaknya pasien yang akan datang berobat sedangkan puskesmas 

yang berada di Kecamatan Paccellekang kekurangan sumber daya manusia 

dalam menangani pasien, sehingga hal ini berdampak pada daya tanggap yang 

kurang maksimal dari pemberi layanan kepada pasian yang dating. Hal tersebut 

kemungkinan menjadi pengalaman yang mengecewakan bagi para pasien yang 

berobat di Puskesmas Kecamatan Paccellekang Kabupaten Gowa. 

Puskesmas dapat mengukur kualitas pelayanan dari para pasien melalui 

umpan balik terhadap apa yang diterima atau bagaimana pelayanan yang 

didapatkan pasien kepada Puskesmas tersebut sehingga dapat menjadi masukan 

untuk peningkatan kualitas pelayanan. 

Berdasarkan itu, penelitian terhadap kualitas pelayanan kesehatan 

Puskesmas di Kecamatan Paccellekang kabupaten Gowa perlu dilakukan, agar 

pelayanan yang kurang optimal dapat diperbaiki dan pelayanan dengan nilai mutu 

terbaik dapat dipertahankan. 

Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang 

peneliti dapatkan dari masyarakat kabupaten Gowa, maka untuk menyingkapi 

kenyataan tersebut peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam 

penelitian ilmiah. Adapun judul yang diangkat: 

“Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Kecamatan Paccellekang 

Kabupaten Gowa” 

I.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka pokok yang akan ditelaah dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah : “Bagaimana 

Kualitas Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Kecamatan Paccellekang 

kabupaten Gowa?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan, 

maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk 

mengetahui Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Kecamatan 

Paccellekang kabupaten Gowa. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian, adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini terdiri atas 

dua manfaat yaitu manfaat terhadap kepentingan akademik dan manfaat terhadap 

kepentingan dunia praktis. Adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat Akademik 

Dengan mengetahui kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di 

Kecamatan Paccellekang kabupaten Gowa diharapkan dapat menambah atau 

memperkaya pengetahuan tentang teori-teori kualitas pelayanan. 

 

2. Manfaat Dunia Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi 

Puskesmas Kecamatan Paccellekang kabupaten Gowa guna menentukan 
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kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pemberian pelayanan sehingga dapat 

menciptakan pelayanan yang berkualitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Konsep Pelayanan Publik 

Davidow dalam Waluyo ( 2007:127) mendefenisikan pelayanan sebagai 

hal-hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk, akan meningkatkan daya 

atau nilai terhadap pelanggan . Pelayanan yang baik membutuhkan instruktur 

pelayanan uang sangat baik pula. Sedangkan menurut Boediono ( 2003: 60), 

pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengn cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptnaya 

kepuasan dan keberhasilan. 

Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (survival) manusia 

dituntut berjuang/berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Kebutuhan 

hidup akan terus meningkat seiring waktu dan pertumbuhan dirinya, mulai dari lahir 

sampai dewasa. Bahkan laju peningkatan atau perkembangan kebutuhan hidup 

manusia akan selalu melekat pada kondisi interaksi sosialnya. 

Peningkatan kebutuhan itu akan dimulai dari tingkat yang paling dasar 

(level terendah) sebagai prasyarat hidup yang normal menuju kebutuhan yang 

bersifat menyempurnakan hidup atau tertinggi derajatnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Maslow dalam buku Nicholas Henry (1995) yang menyatakan kebutuhan 

hidup manusia itu digolongkan menjadi lima tingkatan, yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis (Phisic needs). Kebutuhan ini bersifat fisik dan biologis 

sebagai syarat utama manusia agar bisa bertahan hidup secara normal, 

maka kebutuhan yang paling dasar ini harus dipenuhinya tanpa bisa 
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ditunda-tunda ataupun dihindari, terdiri dari makan, minum, istirahat, 

ketenangan fisik, tidur, hubungan seks, dan kebutuhan-kebutuhan yang 

bersifat individual lainnya. 

2. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (Safely needs). Kebutuhan 

ini bersifat psikologis. Kebutuhan hidup ini muncul dari sifat dasar manusia 

yang memiliki “rasa takut” sehingga membutuhkan perlindungan. Karena 

sebagai makhluk individual, manusia tidak akan terlepas dari bahaya dan 

musuh alami yang mengancam kelangsungan hidupnya. Misalnya : 

perang, penyakit, kemiskinan, kesedihan, dan lain-lain. 

3. Kebutuhan akan pengakuan kelompok atau kebutuhan sosial (Social 

needs). Kebutuhan ini mendorong seseorang untuk bertingkah laku 

tertentu agar dapat disukai dan disenangi selaku pribadi. Dengan tampilnya 

perilaku untuk disenangi orang lain, maka seseorang akan bisa bermanfaat 

atau berkumpul dengan orang lain. Sehingga memungkinkan akan terjalin 

kerja sama dalam kelompoknya. 

4. Kebutuhan akan penghargaan (Esteem needs). Adanya kebutuhan ini 

akan membuat seseorang bertingkah laku untuk mencapai sesuatu agar 

kebutuhan ini terpenuhi adalah status sosial. 

5. Kebutuhan akan perwujudan diri (Self actualization needs). Kebutuhan ini 

mendorong seseorang untuk selalu mengembangkan dirinya dan selalu 

berbuat yang terbaik bagi dirinya, dengan tujuan untuk mewujudkan 

kepuasan dirinya dan mampu membuktikan kemampuan yang dimilikinya. 

Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, setiap pribadi akan 

membutuhkan bantuan orang lain. Semakin banyak orang memerlukan bantuan 

orang lain itulah yang mendorong proses pelayanan. Intinya pelayanan dapat 



11 
 

dikatakan sebagai suatu upaya membantu orang lain memenuhi kebutuhan 

hidupnya.jadi apabila di kaitkan dengan tingkat kebutuhan yang bersifat hierarkhis, 

maka pelayanan dan kebutuhan akan terkait satu sama lain. Pelayanan timbul 

karena adanya yang berkembang, begitu pun kebutuhan akan terus berkembang 

seiring dengan proses pelayanan yang berjalan, dalam arti setelah pelayanan 

yang di selenggarakan terhadap satu jenis kebutuhan maka akan muncul 

kebutuhan yang baru lagi. Moenir (2008: 10) mengemukakan bahwa “pelayanan 

publik sebagai suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau 

masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang kepentingan 

tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat/hidup) orang banyak atau masyarakat”. 

Pelayanan publik terdiri dari dua kategori, yakni pelayanan dasar (substansif) 

dan pelayanan administrasi. Pelayanan dasar menyangkut kebutuhan dasar 

manusia, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemukiman, dll. Sedangkan 

pelayanan administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi 

dari status sebagai warga Negara, seperti pelayanan KTP, kartu keluarga, 

perizinan usaha, dll.  

Dalam konteks pelayanan yang di lakukan pemerintah sering disebut dengan 

pelayanan publik. Adapun yang di maksud dengan pelayanan publik menurut 

Robert (1996) adalah :  

“Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan 

usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketertiban-ketertiban.”  



12 
 

Definisi Pelayanan Publik yang lain pun dikemukakan oleh Garvin dalam 

Harbani Pasolong (2008 :199) menyatakan bahwa:  

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yangmemiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu 

produk secara fisik Pemberian layanan (melayani)  keperluan orang lain atau  

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan 

pokok atau cara yang ditetapkan didefenisikan sebagai pelayanan publik. Dalam 

Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefenisikan,  

“Sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang pub lik 

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

Jadi dapat dikatakan bahwa hakekat pelayanan umum merupakan: 

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanan tugas dan fungsi instansi 

pemerintahan di bidang pelayanan umum. 

2. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna 

dan berhasil guna. 

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejatraan masyarakat luas. 
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Dalam pelayanan publik sendiri dapat diberikan dalam bentuk pelayanan fisik, 

non fisik maupun administratif. Berdasarkan fungsi pemerintahan dalam 

melakukan pelayanan publik terdapat 3 (tiga) fungsi pelayanan, yaitu : 

1. Pelayanan publik yang di lakukan dapat berupa environmental services 

misalnya dalam penyediaan sarana dan prasarana antara lain jalan, 

jembatan, taman, drainase, kebersihan, dan sebagainya, serta pelayanan 

yang di berikan terhadap personel services antara lain pelayanan 

pendidikan dan kesehatan, keagamaan dan sebagainya. 

2. Pelayanan development services, yang bersifat enabling facilitating, atau 

penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan 

pertumbuhan perekonomian. 

3. Pelayanan protective services yang bersifat pemberian pelayana 

keamanan dan pelindungan yang di lakukan oleh polisi pamong praja, 

militer dan juga perlindungan dari bahaya kebakaran, bencana alam dan 

sebagainya. 

Di samping ketiga pelayanan tersebut diatas apabila di lihat dari jenis 

pelayanan dalam perspektif structural, maka pelayanan tersebut terdiri dari: 

1. Social Investmen, atau pelayanan yang berkaitan dengan investasi sosial. 

Pelayanan ini mempunyai sifat langsung mendukung akumulasi kapital 

atau bahkan menyediakan capital. Pelayanan seperti ini banyak di lakukan 

dalam lembaga-lembaga perekonomian, misalnya Bank, Pasar Modal, dan 

sebagainya. 

2. Social Consumption, atau sering disebut dengan pelayanan yang berkaitan 

dengan barang konsumsi social. Dalam hal ini pelayanan bersifat tidak 
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langsung mendukung akumulasi kapital, karena sifat dari pelayanan ini 

adalah sebagai pengantar atau sarana untuk peningkatan capital itu 

sendiri, misanya dengan menyediakan pelayanan untuk reproduksi tenaga 

kerja. Sebagai contoh pelayanan hiburan, kesehatan atau pelayanan 

pendidikan. Hasil yang di peroleh penerima pelayanan adalah tidak 

langsung untuk meningkatkan capital. Social Security, atau sering di sebut 

pelayanan keamanan social pelayanan ini sering di sebut juga dengan 

pelayanan yang tidak langsung tetapi setiap orang membutuhkan 

pelayanan ini. Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow merupakan 

kebutuhan manusia pada tingkat yang kedua. Pelayanan keamanan social 

ini menyediakan pelayanan untuk keamanan kegiatan yang akan dapat 

menunjang akumulasi kapital. Abidin (2010:71) mengatakan bahwa : 

“pelayanan public yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu 

semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian 

pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai consumer.” 

Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi 

alat untuk mengukur pelayanan public yang berkualitas.Hal ini berarti, 

pemerintahan melalui aparat dalam memberikan pelayanan public kepada 

masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan 

keadilan. 

a. Prinsip Pelayanan Publik 

Didalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 

sebagai berikut : 
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a) Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

b) Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

(1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik. 

(2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

(3) Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran. 

c) Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan 

d) Akurasi 

Produk pelayanan public diterima dengan benar,tepat dan sah 

e) Keamanan 

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan 

kepastian hokum 

f) Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan public 

g) Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
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Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

h) Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat dimanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,ramah 

serta memberikan pelayanan dengan iklas. 

j) Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib,teratur,disediakan ruang tunggu 

yang nyaman,bersih,rapi,lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, serta parker, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain. 

 

b.  Bentuk Pelayanan  

Moenir (2008) dalam bukunya Manajemen Pelayanan umum di 

Indonesia.Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak 

terlepas dari hal-hal seperti berikut ini: 

a) Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di 

bidang Hubungan Masyarkat (HUMAS), bidang layanan infomasi dan 

bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau 

keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan 
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lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan yaitu: 

(1) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang 

tugasnya. 

(2) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas,sehingga memuaskan masyarakat. 

(3) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

(4) Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar “ngobrol” dengan 

cara yang sopan. 

 

b) Layanan dengan tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi 

juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan 

cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. 

Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang 

dilayani, satu hal yang harus diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik 

dalam pengolahan maupun dalam proses penyelesaiannya. 

Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, yaitu: 

(1) Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan 

pada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan 

mereka berurusan dengan instansi atau lembaga. 

(2) Layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 

pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya. 
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c) Layanan berbentuk perbuatan. 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70 -80% dilakukan 

oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.Karena itu faktor 

keahlian dan ketrampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil 

perbuatan atau pekerjaan. 

Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memangtidak terhindar 

dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering 

bergabung.Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak 

dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum.Jadi tujuan utama 

yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk 

perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan 

kesanggupan secara lisan. 

II.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan adalah salah satu unsur penting dalam organisasi jasa 

Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk mengukur kinerja organisasi jasa.Sedangkan bagi organisasi 

atau perusahaan yang menghasilkan barang, pengukuran kinerja dapat diukur 

dengan mengukur kualitas dari barang tersebut. 

Pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan yang ingin  

dicapai  secara  efektif dan efisien dan  juga senantiasa berorientasi kepada  

hasil yang memiliki kualitas yang  baik. Kualitas  pada dasarnya merupakan kata 

yang bersifat abstrak, digunakan untuk melinai tingkat penyesuaian suatu  hal  

terhadap  persyaratan. Bila persyaratan terpenuhi berarti kualitas dapat dikatakan 
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baik begitupun sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka kualitas 

dapat dikatakan tidak baik. 

Menurut Joseph M. Juran dalam M.N.Nasution (2005:34) mendefinisikan 

kualitas sebagai : 

“Kualitas sebagai cocok / sesuai untuk digunakan ( fitness for use), yang 

mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat 

memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya “. 

Definisi kualitas juga dikemukakan oleh Philip B. Crosby dalam 

M.N.Nasution (2005 : 3) menyatakan bahwa : 

“Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan (conformance of 

requirement).Meleset sedikit saja dari persyaratannya, maka suatu produk atau 

jasa dikatakan tidak berkaulitas.Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai 

dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber 

pemerintah, teknologi serta pasar atau pesaing”. 

Definisi kualitas yang lain pun dikemukakan oleh Garvin dan Davis dalam 

Menurut Hardiyansyah (2011),  

“pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan definisi diatas dapat 

dikatakan bahwa pelayanan yang berkualitas diartikan sebagai suatu yang 

berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan pelanggan, dimana kualitas 

pelayanan yang didapatkan oleh pelanggan sudah sesuai dengan harapan 

pelanggan atau pengguna layanan” 
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Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang berperan 

dalam menilai baik atau buruknya kualitas yang dimiliki oleh suatu organisasi yang 

bergerak di bidang pelayanan. Selera atau harapan masyarakat pada suatu jasa 

atau barang selalu berubah dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat 

dengan melakukan perbaikan kearah yang lebih baik. 

Pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok dimana 

kualitas terdiri dari sejumlah keistimeaan produk, baik keistimewaan langsung 

maupun keistimewaan atraktif. Keistimewaan langsung berkaitan dengan 

kepuasan pelanggang yang diperoleh secara langsung dengan mengkomsumsi 

produk yang memiliki karakteristik unggul.Sedangkan keistimewaan atraktif 

berkaitan dengan kepuasan masyarakat yang diperoleh secara tidak langsung 

dengan mengkomsumsi produk itu. Kualitas juga terdiri dari segala sesuatu bebas 

dari kekurangan atau kerusakan. 

Menurut Ahmad Batinggi (2007:217) yang menyatakan prinsip-prinsip 

layanan berkualitas sebagai berikut : 

a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. 

b. Proses dan prosedur harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. 

c. System yang baik maka akan menciptakan kualitas yang baik. 

d. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan dan selera konsumen. 

e. Kualitas menuntut kerja sama yang erat. 

f. Peninjauan kualitasa oleh para eksekutif, perlu dilakukan secara 

periodik. 

II.3 Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 



21 
 

Handi Irawan D. MBA. Mcom dalam bukunya Sepuluh Prinsip Kepuasan 

Pelanggan (2002), kualitas pelayanan merupakan konsep yang paling dingunakan 

oleh pelaku bisnis di seluruh dunia yang berkecimpung dalam hal pelayanan 

pelanggan. Dalam bukunya ia membahas 5 dimensi pelayanan yaitu: 

a. Dimensi pertama, yaitu Tangible. Karena suatu pelayanan tidak terlihat, 

tidak bisa dicium dan tidak bisa diraba, maka aspek tangible menjadi 

penting sebagai ukuran terhadap pelayanan, pelanggan akan 

menggunakan indra penglihatan utnuk menilai suatu kualitas 

pelayanan. Menurutnya, tangible yangbaik akan mempengaruhi 

presepsi pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi sutu perusahaan 

untuk mengetahui seberapa jauh aspek tangible yang paling tepat, 

yaitu masih memberikan impresi yang positif terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan 

pelanggan yang terlalu tinggi. 

b. Dimensi yang kedua, yaitu Reliability. Memberikan pelayanan yang 

konsisten. Ada tiga hal besar yang dapat dilakukan perusahaan dalam 

upaya meningkatkan tingkat reliability. Pertama adalah pembetukan 

budaya kerja “error free” atau “no mistake”. Top Manajement perlu 

meyakinkan pada semua bawahannya bahwa mereka perlu melakukan 

sesuatu benar 100%. Kesalahan 1% bisa menurunkan tingkat 

probalitas 5-20%. Kedua ialah perusahaan perlu mempersiapkan 

infrastruktur yang memungkinkan perusahaan memberikan pelayanan 

“no mistake”. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pelatihan secara terus-menerus dan menekankan kerja teamwork. 

Dengan kerja teamwork, koordinasi antarbagian menjadi lebih baik. 
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Ketiga adalah diperlukan tes sebelum suatu layanan benar-benar 

diluncurkan. Sebelum meluncurkan suatu layanan maka diperlukan 

kesabaran untuk melakukan tes seberapa jauh tingkat reliability dari 

layanan tersebut. 

c. Dimensi yang ketiga yaitu Responsiveness. Merurapan kualitas 

pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap 

kecepatan pelayanan dapat dipastikan akan berubah dengan 

kecenderunagn naik dari waktu ke waktu. 

d. Dimensi keempat yaitu Assurance. Merupakan dimensi kualitas yang 

berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku front-line 

staff dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para 

pelanggannya. Ada empat aspek dimensi assurance ini. Pertama, yaitu 

keramahan. Keramahan adalah satu aspek kualitas pelayanan yang 

paling mudah diukur. Ramah berarti banyak senyum dan bersikap 

sopan. Yang kedua, yaitu kompetensi. Petugas costomer service 

memiliki pengetahuan tentang prosuk dan hal-hal lain yang sering 

menjadi pertanyaan pelanggan. Aspek ketiga yaitu reputasi. Keyakinan 

pelanggan akan sangat dipengaruhi oleh kredibilitas atau reputasi dari 

perusahaan tersebut. Aspek yang keempat yaitu security, pelanggan 

mempunyai rasa aman dalam melakukan transaksi. 

e. Dimensi kelima yaitu Empathy. Dimensi Empaty adalah dimensi yang 

memberikan peluang besar untuk memberikan pelayanan yang 

bersifat“surprise”.  Sesuatu  yang  tidak  diharapakn  oelh  pelanggan,  

ternyata diberikan oleh penyedia jasa. 
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Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Pasolong (2008) menggungkapkan 

indikator kualitas pelayanan sebagai berikut: 

a. Ketampakan fisik (Tangibles), artinya ketampakan fisik dari gedung, 

peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh 

providers. 

b. Daya tanggap (Responsiveness) adalah kerelaan untuk menolong 

pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara iklas dan 

tanggap. 

c. Keandalan (Reliability) adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat. 

d. Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan, kesopanan dan 

kemampuan petugas penyedia layanan dalam memberikan 

kepercayaan kepada pengguna layanan. 

e. Empati  (Empathy)  adalah  kemampuan  memberikan  perlakuan  atau 

perhatian kepada pengguna layanan secara individual/pribadi. 

Jika indikator pelayanan tercapai maka kepuasan pelanggan pun akan 

tercapai. Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh bentuk pelayanan yang 

diberikan.Kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan 

dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Untuk itu, jika 

kepuasan publik ingin dicapai maka penyedia layanan publik harus memberikan 

layanan yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip dasar pelayanan. 

II.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan 
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Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang penting guna 

tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif. Seperti yang 

dikemukakan oleh H.A.S Moenir adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Kesadaran 

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu 

merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan 

sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 

keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Dengan adanya 

kesadaran pada pegawai atau petugas, diharapkan mereka dapat 

melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, dan 

disiplin.  

b. Faktor Aturan 

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan 

seseorang.Dalam organisasi kerja aturan dibuat oleh manajemen 

sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di 

organisasi kerja tersebut.Peraturan tersebut harus diarahakan kepada 

manusia sebagai subyek aturan, artinya mereka yang membuat, 

menjalankan dan mengawasi pelaksanaan aturan itu, maupun manusia 

sebagai obyek aturan. 

c. Faktor Organisasi 

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi 

pada umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan dalam 

penerapannya. Sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada 

manusia yang memiliki watak dan kehendak yang multikompleks. 

Organisasi perusahaan yang dimaksud yakni mengorganisir fungsi 
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pelayanan baik dalam struktur maupun mekanismenya yang akan 

berperan dalam mutu dan kelancaran pekerjaan. 

d. Faktor Pendapatan 

 Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan 

atas tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain 

atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, 

dalam jangka awaktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat 

memenuhi kebutuhan baiak untuk dirinya sendiri maupun keluarga. 

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan. 

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan 

dengan tugas/pekerjaan berarti dapat melakukan tugas/pekerjaan 

sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang 

diharapkan.Kata kemampuan dengan sendirinya juga merupakan kata 

sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang 

dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan 

yang ada. 

f. Faktor Sarana Pelayanan. 

Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, 

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi 

sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang 

membangun dalam organisasi kerja tersebut. Peranan sarana 

pelayanan sangat penting disamping unsur manusianya sendiri, antara 

lain (1) sarana kerja yang meliputi peralatan kerja, perlengkapan kerja 
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dan perlengkapan bantu atau fasilitas, (2) fasilitas pelayanan yang 

meliputi fasilitas ruangan, telepon umum dan alat panggil. 

II.5 Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan yang baik atau kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana 

tidak hanya bebas dari penyakit. Sehat adalah sebuah keadaan yang dinamis yang 

berubah secara terus menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai 

perubahan yang ada di lingkungan internal dan eksternalnya untuk 

mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan dan 

spritual yang sehat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa: 

“Kesehatan adalah keadaan Sx`ehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis”. 

Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, 

keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah 

bertanggungjawab mencanangkan, mengatur menyeleng-garakan dan 

mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 

Adapun sumber daya di bidang kesehatan yang dimaksud dalam Undang-

Undang tentang kesehatan tersebut adalah segala bentuk dana, tenaga, 

perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas 
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pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi - tingginya bagi 

masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh 

dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, 

menyeluruh, dan berkesinambungan. 

 

II.6 Konsep Puskesmas 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang : 
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1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat; 

2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 

3. Hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang 

optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya 

kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan 

untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah 

supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus 

memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik 

melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat 

(UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan 

rawat jalan. Untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan 

adanya peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai derajat kesehatan yang 

optimal bagi seluruh masyarakat. Keberadaan Puskesmas sangat bermanfaat bagi 

keluarga tidak mampu. Dengan adanya puskesmas, setidaknya dapat menjawab 

kebutuhan pelayanan masyarakat yang memadai yakni pelayanan kesehatan 

yang mudah dijangkau. 
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Puskesmas berfungsi sebagai : 

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan . 

b. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat. 

c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 

Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya 

pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan 

kesehatan). 

Syarat pendirian Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan 2: 

1) Geografis; 

2) Aksesibilitas untuk jalur transportasi; 

3) Kontur tanah; 

4) fasilitas parki 

5) Fasilitas keamanan; 

6) Ketersediaan utilitas publik; 

7) Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan 

8) kondisi lainnya. 

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, pendirian Puskesmas harus 

memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara. 

 mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui 

upaya kesehatan seperti yang dicanangkan dalam Peraturan menteri kesehatan 

republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 
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(Puskesmas) perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas oleh 

penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari 

penyelenggara kesehatan itu sendiri. 

II.7 KERANGKA KONSEP 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di 

Kecamatan Paccellekang kabupaten Gowa maka harus diketahui apakah standar 

pelayanan telah berjalan dengan baik atau tidak. Berjalannya standarisasi 

pelayanan dapat dilihat dari proses kinerja petugas kesehatan itu sendiri dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pasien. Sesuai dengan teori yang 

telah dijelaskan pada tinjauan pustaka sebelumnya maka untuk melengkapi 

kerangka konsep pada penelitian ini,  

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dalam upaya untuk 

menemukan definisis penilaian kualitas. Parasuraman (1985;88) mendefinisikan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai pertimbangan global atau sikap yang 

berhubungan dengan keunggulan (superiority) dari suatu pelayanan (jasa). 

Dengan kata lain, penilaian kualitas pelayanan adalah sama dengan sikap individu 

secara umum terhadap kinerja perusahaan. Penilaian kualitas pelayanan adalah 

tingkat dan arah perbedaan antara persepsi dan harapan pelanggan. Selisih 

antara persepsi dan harapan inilah yang mendasari munculnya konsep gap 

(perception-expectation gap). Dari penelitian ini ditemukan bahwa penilaian 

kualitas pelayanan didasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibility, 

reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. penulis berpedoman pada 

teori yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (2008) yaitu 

sebagai berikut: Penjelasan dari kelima dimensi tersebut adalah 
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1. Ketampakan fisik (Tangibles), artinya ketampakan fisik dari gedung, 

peralatan, pegawai dan fasilitas- fasilitas lain yang dimiliki oleh 

penyedia jasa. 

2. Daya tanggap (Responsiveness) adalah kerelaan untuk menolong 

pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara iklas dan 

tanggap 

3. Keandalan (Reliability) adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat. 

4. Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan, kesopanan dan 

kemampuan petugas penyedia layanan dalam memberikan 

kepercayaan kepada pengguna layanan. 

5. Empati (Empathy) adalah kemampuan memberikan perlakuan atau 

perhatian kepada pengguna layanan secara individual/pribadi. 

Kelima faktor inilah yang signifikan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan Puskesmas di Kecamatan Paccelekang Kabupaten Gowa 

dan apabila kelima faktor ini diterapkan pada setiap instansi pelayanan yang terkait 

maka akan menghasilkan output (kepuasan) bagi pelanggan, khususnya 

Puskesmas di Kecamatan Paccellekang Kabupaten Gowa. 

Untuk lebih jelasnya terdapat skema kerangka konsep yang menjadi 

landasan pemikiran dalam penelitian ini. 
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Gambar II.1 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan Menurut  

Zeithaml, Berry Dan Parasuraman 

 Ketampakan fisik (Tangibles), 

 Daya tanggap (Responsiveness), 

 Keandalan (Reliability), 

 Jaminan (Assurance), 

 Empati (Empathy). 

 

Pelayanan Publik 

Kualitas Pelyanan Puskesmas 

Kec.Paccelekang Kab.Gowa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif, Agar pendekatan ini lebih 

terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pendekatan kualitatif dianggap 

sesuai, karena mampu menganalisis permasalahan yang bersifat actual dan 

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana pada 

tujuan penelitian. 

III.2 Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, maka yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah Puskesmas di 

Kecamatan Paccelekang Kabupaten Gowa. 

III.3 Tipe Dan Dasar Penelitian 

Tipe Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-

model wawancara, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan 

menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam 

penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitiian yang dalam kegiatannya 

peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa 

kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman 

sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa 

kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap 
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orang-orang melalui interkasinya dengan situasi sosial mereka. (Sukmadinata, 

2005) 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi 

yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut padang partisipan. Dengan 

demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci. (Sugiyono, 2005) 

III.4 Unit Analisis  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis 

ini didasarkan pada pertimbangan objektif, untuk mendeskripsikan penelitian 

mengenai kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Paccellekang Kabupaten 

Gowa 

III.5 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. 

Sedangkan sumber data yaitu: 

A. Data primer 

Data yang diperoleh dari petugas, pasien/keluarga pasien yang menerima 

pelayanaan sesuai dengan yang diperoleh melalui daftar pertanyaan. 

B. Data skunder 

Data yang diperoleh dari dokumen dari dokumen-dokumen kantor yang erat 

kaitannya dengan masalah penulisan berupa data gambaran umum kantor, 
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laporan absensi kerja, sruktur organisasi beserta tugas masing-masing yang 

relevan dengan objek penulisan. 

III.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview atau wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa 

saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada 

hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, 

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah 

diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.  

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai 

atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.  

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; 

1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi 

wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358).  

Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif 

sebagaimana diharapkan peneliti, maka berdasarkan pengalaman wawancara 

yang penulis lakukan terdapat beberapa kiat sebagai berikut;  

1). ciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang,  

2). cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan,  

3). mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga ke yang serius,  

4). bersikap hormat dan ramah terhadap informan,  

5). tidak menyangkal informasi yang diberikan informan,  
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6). tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya 

dengan masalah/tema penelitian,  

7). tidak bersifat menggurui terhadap informan,  

8). tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah, 

dan  

9). sebaiknya dilakukan secara sendiri,  

10) ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan waktu 

lagi jika ada informasi yang belum lengkap.  

Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni:  

1). wawancara mendalam (in-depth interview), di mana peneliti menggali informasi 

secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan 

bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan 

sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2). 

wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada 

informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara 

mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, 

karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan 

yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa 

kaku.  

Dalam praktik sering juga terjadi jawaban informan tidak jelas atau kurang 

memuaskan. Jika ini terjadi, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara 

lebih spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab “tidak tahu”. 

Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 198-199), jika terjadi jawaban 
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“tidak tahu”, maka peneliti harus berhati-hati dan tidak lekas-lekas pindah ke 

pertanyaan lain. Sebab, makna “tidak tahu” mengandung beberapa arti, yaitu: 

1) informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk 

menghindari jawaban “tidak mengerti", dia menjawab “tidak tahu”.  

2) informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena 

suasana tidak nyaman dia menjawab “tidak tahu”.  

3) pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan, sehingga 

jawaban “tidak tahu’ dianggap lebih aman  

4) informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. Karena itu, jawaban “tidak tahu" merupakan jawaban sebagai data 

penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. 

b.  Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, 

bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi 

seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa 

atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

Bungin (2007: 115-117) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:  

1). Observasi partisipasi,  

2). observasi tidak terstruktur, dan  

3). observasi kelompok. Berikut penjelasannya:  
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1) Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian 

informan.  

2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa 

menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan 

pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.  

3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok 

tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian 

c. Dokumen 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini 

bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Penelitian ini 

perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut 

sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.  

 
 
III.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.  

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu: 
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1.Reduksi data (Data Reduction)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2.Penyajian data (Data Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan 

tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3.Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verification)  

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel untuk jalan 

ke luar bagi permasalahan yang ada sebagai jawaban dari rumusan masalah. 
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III.8 Fokus Penelitian 

 Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

kepuasan pasien atas layanan yang mereka terima dengan layanan yang 

mereka harapkan. Kepuasan pasien terhadap suatu jasa ditentukan oleh tingkat 

kepentingan pasien. Faktor yang menentukan kepuasan pasien terdiri dari : 

a) Tangible : dimensi yang berkaitan dengan dengan kualitas pelayanan 

fisik seperti ruang pelayanan yang memadai, tempat pelayanan yang 

strategis mudah dijangkau,
 

b) Reliability : dimensi yang berkaitan dengan sikap petugas untuk selalu 

memberikan perhatian atas kebutuhan pasien secara akurat dan 

terpercaya, proses waktu penyelesaian layanan, proses waktu 

pelayanan keluhan.
 

c) Responsiveness : dimensi yang berkaitan dengan ketanggapan petugas 

untuk merespon, memberikan layanan dengan tanggap, cepat dan 

tepat.
 

d) Assurance : dimensi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang 

mengarah kepada kemampuan memberikan inspirasi pada 

kepercayaan dan meyakinkan pasien terhadap kompetisi dan 

kreadibilitas, keamanan yang diberikan petugas
 

e) Empathy : dimensi yang menekankan perlakuan petugas terhadap 

pasien yakni memahami kebutuhan dan kemudahan dalam melakukan 

komunikasi terhadap pasien.


